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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Teori Bantuan Hukum 

Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata 

“bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan 

tanpa mengharapkan imbalan.
25

 Kata “hukum” mengandung 

pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai 

petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan 

masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian 

yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan 

manusia dalam masyarakat. 

Istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan 

sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara 

barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun 

tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia 

pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan 

bantuan hukum yang terdapat dalam negaranegara yang telah 

maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu 

definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang 

mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya 

mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi 

juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu 

sendiri.

                                                           
25 https://kbbi.we.id/bantuan.html 
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Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana 

dimaksud diatas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat 

dalam berbagai perundang-undangan dan menurut para ahli.
26

 

1. Pengertian Bantuan Hukum Dalam Perundang-undangan 

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP 

Tidak satupun pasal dalam Kitab 

UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 

memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun 

istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHAP 

hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak 

mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam 

wilayah hukum pidana. Dalam KUHAP hanya 

menyinggung sedikit saja tentang bantuan hukum, hal 

yang disinggung mengenai bantuan hukum yang 

diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai 

kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa 

mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan 

secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai 

bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri. Secara 

sepintas, pengertian bantuan hukum disebutkan dalam 

pasal 1 butir 13 yang berbunyi: Penasehat hukum 

adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh atau berdasar pada undang-undang untuk 

                                                           
26 Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: 

Cendana Press, 1993), h. 17 
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memberi bantuan hukum. Sekiranya pengertian ini 

yang digunakan, berarti bantuan hukum yang 

dimaksud dalam KUHAP meliputi pemberian bantuan 

hukum secara profesional dan formal yakni dalam 

bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap 

orang yang sedang dalam kasus tindak pidana.
27

 

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat 

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat 

mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa 

hukum yang diberikan oleh Advokat secara 

cumacuma kepada klien yang tidak mampu.
28

 

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan 

Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah 

jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan 

Hukum.
29

 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam pasal 1 

angka 1 menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah 

                                                           
27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
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jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan 

Hukum.
30

 

2. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Ahli 

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk 

membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. 

Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa 

hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien 

tidak mampu.
31

 Bantuan hukum dalam pengertiannya 

yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk 

membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang 

hukum. 

Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut 

Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek 

yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-

aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme 

untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek 

pendidikan masyarakat agar aturanaturan itu dihayati.
32

 

                                                           
30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan 

Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 
31 AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum 

di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah 

Hukum), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 33 
32 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia 

Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: Elex  Media Komputindo, 2000), h. 23 
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Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan 

pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam 

istilah yang berbeda:
33

 

Pertama, Legal Aid yang berarti pemberian jasa 

dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam 

suatu kasus atau perkara. Pada legal aid ini pemberian jasa 

atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara 

cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak 

mampu pada lapisan masyarakat miskin. 

Kedua, Legal Assistance, pada jenis jasa hukum 

legal assistance mengandung pengertian yang lebih luas 

daripada legal aid, karena pada legal assistance selain 

memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang 

mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan 

hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang 

tidak mampu membayar prestasi. 

Ketiga, Legal Service, konsep dan makna dalam 

legal service lebih luas dibandingkan dengan konsep dan 

tujuan legal aid dan legal assistance, karena pada legal 

service terkandung makna dan tujuan: 

a. memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan 

tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam 

memberikan bantuan hukum bagi masyarakat 

                                                           
33 Darman Primts, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, (Jakarta: 

Djambatan, 2002), h. 102 
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berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang 

menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. 

b. memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan 

guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh 

aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak 

asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa 

memandang perbedaan golongan kaya maupun 

golongan miskin. 

c. pemberian bantuan hukum dalam legal service 

cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan 

jalan mengutamakan cara perdamaian. 

Jika dicermati apa yang dikemukakan oleh M. 

Yahya Harahap dimuka, dapat diartikan bahwa pengertian 

bantuan hukum dimaksud dalam KUHAP adalah meliputi 

jasa pemberian bantuan hukum secara profesional dan 

formal, dalam bentuk jasa pemberian bantuan hukum 

setiap orang yang terlibat dalam setiap kasus tindak 

pidana, baik secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak 

mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada 

mereka yang mampu oleh para Advokat dengan cara 

member imbalan jasa.
34

 

 

 

 

                                                           
34 Darman Primts, Hukum Acara Pidana …, h. 102 
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B. Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus 

Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak 

memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti 

bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-

norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah 

suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil 

menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika 

seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, 

hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum 

dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat 

bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala 

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat 

sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.
35

 

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila 

sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai 

yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun 

keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan 

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia 

dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, 

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta 

hubungan manusia dengan Tuhannya.
36

 

                                                           
35 M. Agus Santoso, 2014: 85) 
36 M. Agus Santoso, 2014: 85) 
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Teori Keadilan Teori-teori Hukum Alam sejak 

Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan 

keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam 

mengutamakan “the search for justice”. Berbagai macam 

teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori 

ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, 

pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat 

disebut: teori keadilan. 

Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics dan 

teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a theory of 

justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam 

bukunya general theory of law and state: 

a. Teori Keadilan Aritoteles 

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai 

suatu pemberian hak persamaan tapi bukan 

persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya 

sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak 

dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang 

sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang 

atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. 

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang 

menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi 

yang telah dilakukanya. 

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan 

Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan 
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“distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan 

distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap 

orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief 

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa 

membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan 

dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.
37

 

b. Teori Keadilan John Rawls 

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh 

Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A 

Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The Law of 

Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup 

besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls 

yang dipandang sebagai perspektif “liberalegalitarian of 

social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah 

kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial 

(social institutions). 

Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat 

tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa 

keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa 

keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. 

Manusia menerima perintah Allah dalam 

menegakkan hokum untuk melaksanakannya dengan adil. 

Hukum berkait erat dengan keadilan,tidak terpisah jauh 

dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. 

                                                           
37 Hyronimus Rhiti, 2015: 241 
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Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa 

inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para 

penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk 

menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib 

baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara 

adil dan bijaksana. 

Perintah Allah agar para penegak hukum 

memutuskan hukum dengan adil di antara manusia 

bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh di 

antara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan 

kepada sesama kaum Muslim dan ahli kitab saja. Keadilan 

yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena 

dia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai 

manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan 

menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap seluruh 

manusia, mukmin atau bukan, teman atau lawan, kulit 

putih atau berwarna, orang Arab maupun non-Arab.38 

c. Teori Keadilan Equality Before The Law 

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung 

tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. 

Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga 

negara ini berlaku hukum. Hukum negara pula dalam 

proses penegakan Bentuk nyata proses penegakan 

yang menjunjung martabat warga adalah dengan 

                                                           
38 Sulisyowati Irianto & Shidarta, 2011:153) 
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menerapkan asas keseimbangan yang menyebabkan aparat 

penegak hukum mempunyai dua peran, yaitu sebagai 

pelindung kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai 

pelindung harkat dan martabat dari warga negara. 

Perlindungan harkat dan martabat ini harus 

dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk kepada 

tersangka pelaku tindak kejahatan sekalipun. Seorang 

tersangka harus dijadikan sebagai subjek hokum yang 

mempunyai martabat, sedangkan kesalahan tersangka 

ditempatkan sebagai objek hukum. Hal inilah yang 

dikenal sebagai prinsip akusatur. 

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah 

diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi 

Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia 

telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik 

International Covenant on Civil and Political Rights), 

yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut 

menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum 

(equality before the law). Semua orang 

berhak atas perlindungan dari hukum serta harus 

dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik 
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berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, 

kelahiran atau status yang lain-lainnya.
39 

Hak untuk memperoleh bantuan hukum 

merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang 

terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan 

hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap 

keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan 

masalah hukum. Memperoleh masyarakat miskin, buta 

hukum dan bantuan hukum juga merupakan salah satu 

perwujudan dari persamaan didepan hukum. 

Refleksi asas equality before the law berkaitan 

dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non 

struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat 

vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non 

struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara 

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945 hasil perubahan ketiga). 

Ada tiga prinsip negara hukum, yaitu supremasi 

hukum, kesetaraan di hadapan hukum (equality before the 

                                                           
39 Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian 

Filsafat Hukum Dalam 

Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), Jurnal Kajian Islam Dan 

Masyarakat, Volume 6 Nomor 2 tahun 2023, h. 247-272 
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law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak 

bertentangan dengan hukum (due process of law).
40

 

C. Teori Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. 

Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang 

mendalam”. Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur‟an 

sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk 

pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat 

darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk 

pasti (qath‟i),merupakan “ilmu” tentang hukum yang 

tidak pasti (zhanni). Menurut istilah fiqih adalah ilmu atau 

pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat 

amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci 

(tafsili). Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang 

pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, 

atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan 

perbuatan manusia.41 Secara terminologis, fiqh adalah 

pengetahuan yang sesuai dengan syara‟ mengenai amal 

perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili 

(terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus 

                                                           
40 Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian 

Filsafat Hukum Dalam 

Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), Jurnal Kajian Islam Dan 

Masyarakat, Volume 6 Nomor 2 tahun 2023, h. 247-272 
41 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, 

(Bandung, Pustaka Setia, 2008), h 13 
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yang diambil dari sumbernya, Al-Qur‟an dan As-Sunnah). 

Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai 

hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan 

penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu 

penegtahuan mengenai Islam.42 

Fiqih juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-

sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali 

hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat 

Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena 

fiqih bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum 

syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan 

perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.43 

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk 

pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan 

dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) 

syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, 

spesialisasi fiqh di bidang furu‟ (cabang-cabang/ 

partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan 

begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran 

pokok dan unsur furu‟. Karena itu pula, ia dapat 

menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan 

kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai 

                                                           
42 Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-

Kaidah Fikih, Madania Vol, XVIII, No. 1,  Juni 2014 
43 Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, 

Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, Desember 2013 
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aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan 

tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali 

tidak boleh diubah atau diganti. 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijaksanaan.44 Pengertian 

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah 

adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan 

atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 

Secara linguistik, siyasah artinya megatur, 

mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, 

sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur 

kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut 

bahasa mengandung beebrapa arti, yakni bisa diartikan 

memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan 

pengadilan. 

Siyasah diartikan pula dengan “politik” 

sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur‟an tentang politik 

secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang 

berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-

kepentingan umat manusia sesuai degan syara‟demi 

terciptanya kemashlahatan.45 

                                                           
44 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik 

Islam…, h 26 
45 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik 

Islam…, h 26 
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Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.46 

Dari penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa 

pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan 

bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan 

kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara; 

d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan 

hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian 

kemaslahatan dalam bernegara.47 

Ilmu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas 

tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam 

semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-

undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk 

kemaslahatan umat.48 Adapun kemaslahatan tersebut jika 

dilihat dari sisi syari‟ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada 

yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah 

                                                           
46 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik 

Islam…, h 27 
47 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik 

Islam…, h 27 
48 Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, Fiqh Siyasah Doktrin dan 

pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 10 
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melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-

syari‟ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil 

qoth‟i baik wurud maupun dalalahnya; 

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya 

kemaslahatan itu berdasakan penelitian yang cermat 

dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa 

mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat; 

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan 

mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti 

kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.49 

Berdasakan penegrtian etimologi dan terminologi 

di atas dapat ditarik keismpulan bahwa Fiqh Siyasah 

adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik 

membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan 

umat manusia pada umumnya dan Negara pada 

khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan 

atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam 

                                                           
49 H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam 

dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis,Cetakan ke-4, (Jakarta: 

Kencana, 2011), h 28-29 
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

dijalaninya. 

Literatur Fiqh Siyasah sesungguhnya dikenal 

dengan dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar‟iyah yaitu 

siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan 

norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh‟iyah yaitu 

siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata 

yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan 

norma dan etika agama. Siyasah syar‟iyah dan siyasah 

wadh‟iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber 

dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu 

sendiri dan lingkungannya, seperti ara‟ahl basher atau 

yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau 

pakar, al‟urf (uruf), al‟adah (adap), al-tajarib 

(pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang 

berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda 

dan terus menerus berkembang. 

Setiap produk siyasah syar‟iyah pastilah Islami. 

Namun tidak demikian dengan siyasah wadh‟iyah. 

Siyasah wadh‟iyah sangat boleh jadi bertentangan dengan 

ajaran islam karena dalam proses penyusunannya memang 

tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. 

Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh‟iyah 

pasti tidak Islami. Siyasah wadh‟iyah bisa saja bernilai 
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Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar‟iyah 

selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut: 

a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan 

secara hakiki dengan syariat Islam; 

b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan 

manusia di depan hukum dan pemerintahan; 

c. Tidak memberatkn masyarakat; 

d. Untuk menegakkan keadilan; 

e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu 

menjauhkan kemudharatan; 

f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah 

Di samping berbeda sumber pembentukannya, 

siyasah syar‟iyah dan siyasah wadh‟iyah juga dapat 

dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah 

syar‟iyah bertujuan megantarkan rakyat menggapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah 

wadh‟iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk 

menggapai kebahagiaan duniawi saja. 

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu 

ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, 

siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam 

kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil 

tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam 

waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang 
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zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT 

melarang menciptakan suasana demikian. 

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama 

yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai 

sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.50 Dalam sistem 

ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang 

pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. 

Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-

Undang dan tidak bertentangan dengan syari‟at Islam 

yang menyangkut tentang prinsip Fiqh Siyasah, dimana 

ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-

Qur‟an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut 

antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas 

bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk 

menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan 

selalu meridhai kita. 

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem 

ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem 

dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan 

diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan 

masalahmasalah kehidupan duniawi yang timbul pada 

tempat dan zaman mereka.51 

                                                           
50 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran 

Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, (Jakarta, 199)4, h 2 
51 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah…,  h. 20 
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2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqih Siyasah 

Setiap ilmu pstinya mempunyai objek dan bidang 

bahasannya, begitu pula dengan Fiqh Siyasah. Fiqh 

Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian 

dari ilmu fiqh. Fiqh Siyasah mengkhususkan diri pada 

bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk 

beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Fiqh 

Siyasah memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya 

dan dengan siyasah syar‟iyah, yakni sama-sama 

merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan Fiqh 

Siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya. 

Kajian Fiqh Siyasah sangatlah kuat dan umum, 

termasuk didalamnya megkaji tentang Fiqh Siyasah. 

Sementara kajian Fiqh Siyasah sangatlah terbatas, yakni 

hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik 

atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam. 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek 

kajian fiqih siyasah adalah membuat peraturan dan 

perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus 

Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. 

Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy 

meyatakan, objek-objek kajian Fiqh Siyasah berkaitan 

dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan 

pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran 
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itu dengan jiwa syari‟ah, yang kita tidak peroleh dalilnya 

yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu mash dari 

nash-nash yang merupakan syari‟ah amah yang tetap. 

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi 

gambaran bahwa objek bahasan Fiqh Siyasah secara garis 

besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara 

sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan 

kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan 

untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan 

antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban 

masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.52 

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial 

berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya 

membicarakan perihal berikut: 

a) Hak-hak individu dalam bernegara; 

b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai 

warga negara; 

c) Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara; 

d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan 

umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan; 

e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan 

politik masyarakat dan negara; 

f) Pelaksanaan demokrasi politik; 

g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan 

                                                           
52 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah…,  h 27-28 
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h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.53 

3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut 

Fiqih Siyasah 

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu 

lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk 

menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip 

pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan 

syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang 

sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata 

cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana 

secara umum seoranag pemimpin dalam mengemban 

tugasnya senantiasa harus beroriensiasi pada terwujudnya 

kemaslahatan warganya baik secara fisik matrial maupun 

secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan 

Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan 

itu, syara‟ menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu: 

a. Semua yang megandung madlarat harus dijauhi atau di 

hilangkan 

b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat 

ditempuh pula prinsip-prinsip: 

1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak 

boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau 

yang lebih berat madlaratnya. 

                                                           
53 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik 

Islam…, h. 36 
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2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh 

ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang 

lebih ringan, bila tidak ada jalan lain. 

c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih 

diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan 

dan sekaligus menolak kemadlaratan. 

d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala 

yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.54 

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang 

khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang 

calon penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar 

untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa 

dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. 

Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh 

kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para 

imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan 

meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap 

sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang 

selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang 

berhak dicalonkan sebagai kepala Negara meurut Al-

Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu: 

 

 

 

                                                           
54 Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan 

Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h 3-4 
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a. Adil dengan segala persyaratannya; 

b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di 

dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus 

dipecahkan; 

c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, 

lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya; 

d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan 

yang dapat mengganggu geraknya; 

e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur 

rakyat dan kemaslahatan; 

f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di 

dalam mempertahankan negara dan memerangi 

musuh; 

g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar 

nash dan ijma.55 

4. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam kajian fiqih siyasah 

Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan 

dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. 

Jika kultur dan kearifan lokal dikaitan dengan aktivitas 

kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak 

bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari 

nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang 

dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus 

                                                           
55 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009), h 70-

71 
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direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri 

kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang 

tinggi atas lingkungannya.56 

Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun 

dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat 

atau dikenal dengan teori „Ashâbiyat. Teori ini merupakan 

pengejawantahan dari teori harmoni ka al-jasad al-wahid 

dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman 

saling melindungi dan mengembangkan potensi serta 

saling mengisi dan membantu di antara sesama. Melalui 

teori harmoni ka al-jasad al-wahid dimisalkan kehidupan 

komunitas muslim itu dengan ka al-bunyan yasuddu 

ba‟duha ba‟dla bagaikan sebuah bangunan, yang antara 

elemen bangunan yang satu dengan yang lainnya saling 

memperkokoh memperkuat Teori „Ashâbiyat solidaritas 

kelompok dan konsep ta‟âwun al-ihsan itu didasarkan atas 

pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung 

norma akidah dan syari‟at. 

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak 

akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, 

dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang 

dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan 

dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait 

                                                           
56 https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-

sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-
mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25 
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https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/
https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/
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dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam 

Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam  dalam Surat al-

Baqarah 124. Khalifah pada al-Baqarah: 30.  Malik,  al-

Fatihah : 4, Wali  pada al-A‟raf : 3. „Amir dan Ra‟in, 

Sultan,  Rais, dan Ulil „amri.57 

Surat Al-Baqarah Ayat 124 

نِّّ جَاػِلَُُ نِويذاسِ 
ّ
ُِنذ ۖ كاَلَ ا مَاتٍ فأَثَمَذ َُ بِكََِ ه يَم رَب ُِ بَْ ا

ّ
ذِ ابتْلَََٓ ا

ّ
لَا

امِمِيَْ  ذتِِ ۖ كاَلَ لََ ييَاَلُ غَِيِْ  امظذ ا ۖ كاَلَ لَمِنْ ذُرِّي مَاما
ّ
 ا

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji 

Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan 

larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah 

berfirman: "Sesungguhnya Aku akan 

menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". 

Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari 

keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) 

tidak mengenai orang yang zalim".58 

 

Surat Al-Baqarah Ayat 30 

ؼَلُ  نِّّ جَاػِلٌ فِِ الَْْرْضِ خَوِيفَةا ۖ كاَموُا أَتََْ
ّ
همَ نِومَْلََئِكَةِ ا ذْ كاَلَ رَب

ّ
لَا

مَاءَ  سُ  فِيهاَ مَنْ يفُْسِيُ فِيهاَ لَيسَْفِمُ الِّ مْيِكَ لَهلُيَِّ حُ بَِِ بِّ نُ وسُ َ لَنََْ

نِّّ أَػْلََُ مَا لََ ثؼَْومَُونَ 
ّ
 لَََ ۖ كاَلَ ا

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

                                                           
57 https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-

sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-
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58 Al-Qur‟an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen 

Agama RI, Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015 
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menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa 

yang tidak kamu ketahui".59 

 

Surat Al-Fatihah Ayat 4 

ينِ   مَالَِِ يوَْمِ الِّ

Artinya: Yang menguasai di Hari Pembalasan.60 

 

Surat Al-A‟raf Ayat 3 

ا  ٓ اَلْمِيَإءَۗ كوَِيْلَا مذ  َ ذبِؼُوْا مِنْ دُلْهِ ِّكُِْ لَلََ ثتَ ب نْ رذ ذبِؼُوْا مَآ اُىْزلَِ اِميَْكُِْ مِّ اِث

 ثذََنذُ لْنَ 

Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu 

dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain 

Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu 

mengambil pelajaran.61 

 

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua 

istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk 

pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma-ya‟ummu, 

yang berarti menuju, dan meneladani. Kata khalifah 

berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti “di 

belakang”. Kata khalifah sering diartikan “pengganti” 

                                                           
59 Al-Qur‟an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 30…, 2015 
60 Al-Qur‟an terjemahan, Surat Al-Fatihah Ayat 4…, 2015 
61 Al-Qur‟an terjemahan, Surat Al-A‟raf Ayat 3…, 2015 
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karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau 

datang sesudah yang digantikannya 

Beberapa dasar kepemimpinan menurut islam 

sebagai berikut:62 

Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang 

yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang 

muslim karena bagaimanapun akan mempengaruhi 

kualitas keberagamaan rakyat yang dipimpinnya, 

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an;  

 

Surat An-Nisaa: 144. 

ٌِيَْْ ۚ يْنَ آمٌَوُْا لََ ثتَذخِذُلا امْكٓفِ يِْنَ اَلْمِيَإءَ مِنْ دُلْنِ اممُْؤْمِ ِ اَ الَّذ َيُّه  يٰٓٓ

بِيْْا  ِ ػوَيَْكُِْ سُوطْٓياا مه ؼَووُْا ِّّٰٓ ااَتُ يِيُْلْنَ اَنْ تََْ  
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir 

sebagai pemimpin selain dari orang-orang 

mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan 

yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu).63 

 

Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-

orang yang mempermainkan Agama Islam, sebagaimana 

firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 57. 

                                                           
62 https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-

sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-
mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25 

63 Al-Qur‟an terjemahan, Surat An-Nisaa: 144…, 2015 
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َا َيُّه يْنَ  يٰٓٓ ِ يْنَ  ثتَذخِذُلا لََ  آمٌَوُْا الَّذ ِ ذُلْا الَّذ َ ا دِييْكَُِْ  اتَّذ زُلا مؼَِباا ُُ نَ  لذ يْنَ  مِّ ِ  اُلْثوُا الَّذ

ذلُوا اَلْمِيَإءَۚ  لَامْكُفذارَ  كبَْوِكُِْ  مِنْ  امْكِتٓبَ  َ  لَاث ٌِيَْْ  نُيْتُُْ  اِنْ  آّّٰ ؤْمِ  مه

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-

orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan 

dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang 

telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang 

kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada 

Allah jika kamu orang-orang beriman.64 

 

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di 

bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang 

tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya 

pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. 

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: 

اػةََ  وِِِفَاهتَْظِْ  امسذ ُْ لََ غيَِْْ أَ
ّ
يِيَ الَْْمُْ  ا ذَا أُس ْ

ّ
 كاَلَ ا

Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan 

ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. (HR 

Bukhori dan Muslim).65 

 

Keempat, pemimpin harus bisa diterima 

(acceptable), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan 

dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana Sabda 

Rasulullah SAW: 

                                                           
64 Al-Qur‟an terjemahan, Al-Maidah: 57…, 2015 
65 https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-

bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgxXIU, (di 

akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB) 
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هونَ  م ليصَُو هونَ ػويَْهِ بهونُهم ليُُبهوىكُِ، لثصَُو ينَ تُِ تِكُِْ الَّذ خِياَرُ أَئِمذ

ينَ ثبُْغِضُونَهُم ليبُْغِضُوىكَُِْ، لثوَؼَْيُونَهُمْ لَيوَؼَْيُوىكَُِْ  ذتِكُِ الَّذ ارُ أَئم   ػويَْكُُْوشَِِ

Artinya: Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka 

yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu 

berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk 

kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka 

yang kamu benci dan mereka membenci kamu, 

kamu melaknati mereka dan mereka melaknati 

kamu. (HR Muslim).66 

 

Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela 

dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan 

keadilan, melaksanakan syari‟at, berjuang menghilangkan 

segala bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan 

fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alquran, 

Surat Al-Maidah: 8 

ِ عُِيََإءَ بِِملِْسْطِۖ لَلََ يََْ مٌَِذكُِْ  امِيَْْ ِّّٰٓ يْنَ آمٌَوُْا نُوْهوُْا كوَذ ِ اَ الَّذ َيُّه يٰٓٓ

َ اِۗنذ  ذلُوا آّّٰ وَ اَكَْ بُ نِوتذلْوٓىۖ لَاث ُُ  ۗ يآَنُ كوَْمٍ ػلََٓٓ اَلَذ ثؼَْيِموُْاۗ اِػْيِموُْا ع َ

َ خَبِيٌْْۢ   بِمَا ثؼَْمَووُْنَ آّّٰ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! 

Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena 

Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
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sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan.67 

 

Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan 

sifat-sifat Allah swt yang terkumpul dalam Asmaul Husna 

dan sifat-sifat Rasul-rasul-Nya. 

Dalam Islam tegas dalam menyikapi adanya 

dualisme dalam kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. 

Tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam 

semnetara sudah ada imam lainya yang telah lebih 

dahulu memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan 

sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni 

memecah-belah pesatuan umat islam. Kecaman untuk 

para pemberontak ini ada dalam sebuah adis yang 

artinya: 

هُمَا خَرَ مِن ن تُ لُوا الْن ِ فاَق ن  إِذَا بوُيِعَ لِِلَِيفَتَ يْن

Artinya: Jika didapati ada dua orang imam, maka 

bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR. 

Muslim, No. 1853).68 

 

Hal ini juga menjadi cerminan dari kehidupan 

bernegara antara pemimpin dan warganya. Tidak boleh 

ada dua pemimpin dalam tubuh umat islam. Dalam hadis 

lain juga dikuatkan bahwa: 

                                                           
67 Al-Qur‟an terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 8…, 2015 
68 https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-

bidah.html, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB) 
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 َ تَطَاعَ لَمَنْ بَِي نْ اس ْ
ّ
َُ ا َِ فوَيُْطِؼْ ٍِ لَثمَََ ةَ كوَبِْ ٍُ صَفْلَةَ ييَِ ا فأَغَْطَا مَاما

ّ
عَ ا

َُ فاَضِْْبوُا غُيُقَ الْْخَٓ ِ  نْ جَاءَ أخَُٓ  ييُاَزِػُ
ّ
 فاَ

Artinya: Siapa yang membai‟at seorang imam 

pemimpin) lalu memberikan genggaman 

tangannya dan menyerahkan buah ahtinya, 

hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin. 

Dan jika datang orang lain yang mencabut 

kekuasaan itu, penggallah leher orang itu. (HR. 

Muslim).69 

 

Berdasarkan dalili-dalil di atas tentang dasar 

kepemimpinan menurut islam dan dualisme 

kepemimpinan dalam tubuh umat Islam, bahwa pemimpin 

harus mempunyai kriteria kepemimpinan yang harus 

terpenuhi, pertama tidak menjadikan seorang kafir sebagai 

pemimpin bagi umat islam, kedua tidak mengangkat 

pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan Agama 

Islam, ketiga pemimpin harus mempunyai keahlian di 

bidangnya, keempat pemimpin yang dicintai umatnya, 

kelima pemimpin yang mengutamakan kepentingan umat, 

keenam mempunyai sifat-sifat seperti kepemimpinan nabi. 

Dalam hal dualisme kepemimpinan dalam umat islam 

tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam 

sementara sudah ada imam lainya yang telah lebih dahulu 

memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai 
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pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni 

memecah-belah pesatuan umat islam. 

Menurut Imam Al-Mawardi untuk menjadi 

pemimpin harus mempunyai tujuh kriteria yang harus 

terpenuhi yaitu:70 

1. adil dalam arti yang luas 

2. memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam 

menghadapi persoalan-persoalan dan hukum 

3. sehat pendengaran, mata dan lisan supaya dapat 

berurusan langsung dengan tanggung jawab 

4. sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan 

gerak dan melangkah cepat 

5. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan 

kemaslahatan umat 

6. berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan 

menghadapi musuh 

7. keturununan Quraisy 

Ketujuh syarat tersebut harus terpenuhi sebelum 

seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat 

sebagai kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad 

bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, 

karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah 

berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang 

luas. 

                                                           
70 Al-Mawardi,”ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah 

Islam”,(jakarta:qisthi press),2015 
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Dalam permasalahan yang penulis ingin teliti 

terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan 

Tinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada 

Masyarakat Provinsi Bengkulu, berdasarkan tujuh kriteria 

menurut imam Al-Mawardi di atas, bahwa sangkat sedikit 

yang meyinggung mengenai rangkap jabatan yakni hanya 

beberapa kriteria saja, bahkan kriteria tersebut bersifat 

umum. Oleh karena itu nilai-nilai dalam islam menjadi 

dasar bagi penulis untuk menganalisis permasalahan 

Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam 

Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat 

Provinsi Bengkulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


